
 

89 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulkan 

bahwa Strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Percepatan 

Pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019 

adalah : 

1. Strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Percepatan 

Pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019 

memiliki 3 Strategi penting yang sangat efektif dalam rangka 

memajukan pembangunan Desa, Strategi tersebut ialah; (1) Strategi 

yang dibentuk berdasarkan kondisi/keadaan masyarakat, (2) Strategi 

memperhatikan pola hidup masyarakat di Desa, dan (3) Strategi  

mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dalam jangka waktu yang 

panjang. 

Kemudian selain dari 3 strategi yang sangat penting tersebut ada 

juga strategi penunjang lainnya dalam Percepatan Pembangunan Desa 

di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019 ialah strategi melihat 

potensi atau peluang besar yang yang ada di Desa yang bertujuan 

untuk dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk keuntungan 

atau kesejahteraan masyarakat Desa. 

 



 

90 

 

2. Faktor Penghambat Strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam 

Percepatan Pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

Tahun 2019 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai Faktor 

Penghambat Strategi Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam 

Percepatan Pembangunan Desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

Tahun 2019 adalah : (1) Faktor Pembangunan dalam Aspek Fisik; (2) 

Faktor  Pembangunan aspek Aspek Non-Fisik; (3) Faktor 

Pembangunan dalam Aspek Ekonomi dan; (4) Faktor 

Pembangunandalam Aspek Sosial. 

B. Saran 

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka 

mengoptimalkan strategi pendamping lokal desa dalam percepatan 

pembangunan desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019, 

maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Untuk meningkatkan efisiensi Starategi pendamping lokal desa dalam 

percepatan pembangunan desa di Kecamatan Sape Kabupaten Bima 

Tahun 2019 perlu menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan 

semua unsur termasuk masyarakat dan SKPD terkait guna untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat 

pembangunan. 
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2. Seluruh pihak pemangku kebijakan dan pihak yang berkepentingan 

harus lebih intens berkoordinasi, berkomunikasi dan saling terbuka 

dalam melaksanakan dan mengawal Undang-Undang Desa dengan 

menempatkan kepentikan masyarakat desa diatas kepentingan individu 

dan golongan.Koordinasi dan komunikasi harus terjalin dengan baik 

dengan menerima secara ikhlas dan memberikan pengakuan kepada 

setiap individu ataupun kelompok yang ingin mengetahui setiap 

informasi dana desa. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam setiap 

proses baik proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun 

evaluasi. 
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